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8. Peraturan rMonteri Saiam Negeri Nomor 7 Tahun 381
tentang Tabta Coara Pengamixi lan  Sumpah/danili  da
Pelantikan Koepalia Desa

G. Tngiruks: pontert Dalam Neger! Nemor 9 Tahun 1980
rontang Felaisanaan Undang-undang Nomor o0 Tahun
o tentang Femorintahnan Desa.

Dengan persetujuan L
Mo jokerto ,

PorwaktLan kakyat Daerab  Tingkat 17

ROTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKER
GAMBILAN
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Pasal i

Dalam Peraturan Daecorah init vang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat

II Mojokerto

bh. Kepala Daeral, adalah Walikolanmadya Kepala Daeran Tingkat IT
Mo tokerto ;

¢. Desa, adalah suatu Wilavan vang ditempati oleh Sejumlah pendu-
duk sebagal Resatuan masvarakail lermasuk didalamnva Resatuan
masyarakat hDukum yang mempunyvail organisasi Pemeriniahan teren-
dah langsung dibawah Camat dan Derhak menvelenggarakan rumah

tangganya sendlri daiaw ITkatan Regara Kesatuan Republik Tndone
sia ;

d. Kepala Desa, adalah Kepals Desa delam Wilayah KoTamadya
Tingkat II Mojokerto.
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(i) Sebolum Memanary Jabatcigrysa, EopDala degsr  ooroumicl  Mebidrat

agamanya artal berjanii dengan sunagguin-sungguh  dan dilantik

oleh Wallkotamadve ~epalo ooarah Tingkat I1 Mojokerlo atau pe
jabat vang ditunjull olannya =ias namna Guabernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tiwmuar
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(Z2) Busunal rAata-kata sumpah dan janyi sebagaimana dimaksud dailam
ayal {1} rasal 1n:. adalah voclampir dalam Peraturan bDaerab
1T .

rasal 3

rampbiian Bumpan/Janil da Pelantikan Kepala Desa  seba-

coaed pada pacsai 7 oayat {1} Peraturan  Dacralh ind,
il pusaes Pemerintazhan Desa dailam  suatu o upa

gaimar:o,  cilu

cleh para angyota Lembaga Musvawaran  Desa  dan

yaag i
Pepulta-wen L masyarakat lainnva dalam wilavah Desa yandg  Lereang

Kufal.
Pasal 4

Pada upacara  pengambilan  Suwmpah/Jdanii  dan Peiant ikan
Kepaia Tosa sebagaimana dimaxsud Pasal 2 Peraturan  Daerab 1,
Kepala Desa vung akan dilant ik berpakaian IMinass Upacara berwerna
putii. .

Fasal 5

rutan acaar dalam pongambriian Sumpah/Jdanji dan Pelantikan
Repals Lesa, adalall sebagai berikut :
A. Pemuvacaan Lurat Kepuiugan walikotamadva Kepala Daerah Tilngkat

15 Morgieria H

D. Yeagamsilan Sumpah/Janji Jabatan oieh Walikotamadya Kepaia
“acraly Tingkat TI Mojokerto  atan Pejabat vang ditunjuk olen

0 7

©. Pullelai Tanganan Beyrita Acara Pengambilan Sumpah/Janjil H

d. ®Wata Pelantikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 17
MojoRerto atau Pejabar yang dituvjuk olehnva

<. Penvematan fanda  Jabatan olehh Walikotamadva Kepala Doaerab

Pruckal [T Mo joRerto wtau vejasbat vang ditunjuk olelinva ;

Foofenavdstanganan berita Scrab Terima Jabatan ;
. ARALAT Wai.Rotamacya Rapalia dacvah lingkat 11 dMojukecto
h. Pasriczan Do 'a.
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pasal 7
peraturan Daeran ini berlaku sejak tanygal diundangran.
Agar supaya setiap orang dapat mengerabuinva menerintahkan

pengundangan voraturan Daevah ini, dendgan DENSMDELANIYa Galam
iembaran Daerah Kotamadya Dacrabh Tingkat 11 Mo IORerTo.

MojeoRerito,

MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. tud.
ACUHMAD SOCHIB WADIJOND, Sil.

Digahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah T
Jawa Timur tanggal 14 Jeplember 1990 Nomor 333/7 Tahun 1990,

An. GUBERNUR KEFALA DAERAH TINGKAT 1

JAWA TIM

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
{Bidang Pemerintahan)

Cap Ttid.
Dyo. S0EDG T
NIp. 01O

Diundangkan daiam Lembaran daerah Kotamadyva Daerah Tingkat
Ti Mojokerto tahun 1990 Seri ¢ pada tanggsl 25 September 1390
somor 9/C.
An. WALIKOTAMAUDYAR KEPALA DIAFR
MOJ o REE
Sekretaris kotamadya Daeran

Cap. tLd.
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II.

PENJELASAN

A A S

=1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 1989

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN
PELANTIKAN KEPALA BDESA

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran
penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil
guna, maka sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam
Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa juncto Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Kegeri Nomor 7
Tahun 1981, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengambilan
Sumpah/Jdanji dan Pelantikan Kepala Desa dalam suatu Peraturan
Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dengan mempernatikan
pada Intruksi Gubernur Kepalia Daerah Tingkat I Jawa Timur
Tanggal 8 Juli 1981 Nomor 55 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pe
ngambilan Sumpan/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 s Cukup jelas.
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